
BUPATI I RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RA\T/AS

NoMoR At teuuN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2OL7

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang :a bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belartja

Daerah Ikbupaten Musi Rawas Tatrun Anggaran 2Ot7,

telrah ditetapkan dengan Perahrran Bupati Nomor 75

Tahun 2oL6 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun

Anggaran 2Ol7;7
batrwa dikarenakan adarrya penyesuaian program dart

kegiatan, pergeseran rekening rincian objek belanja dan

anggaran kas yang disesuaikan dengan Peraturan

presiden Nomor 123 Tahun 2OL6 tentang Pehrnjuk Teknis

Dana Alokasi Ktrusus Fisik, Peratrrran Menteri Keualgart

Nomor sO/PMK.O7l2OL7 dan Peraturan Direkhrr

Jenderal Perbendatraraan Nomor PER-4/PD l2OL7 maka

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2OL6 perlu diadakan

penrbahan;7

batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huraf a dan huarl' b, perlu menetapkan

Perahrran Bupati tentang Penrbahan Kedua Atas

Perahrran Bupati Nomor 75 Tahun 2OL6 tentang

penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

I(abupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2OL7; 7

b.

c.

/



Mengingat : 1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembenhrkan Daerah Tingkat II dan Kotapr4ia di

Sumatera Selatan (ftmbaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 1959 Nomor 73, Tambatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor l82Ll; r.
undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 42861;.

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendatraraan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 5, Tambatran ftmbaras

Negara Republik Indonesia Nomor 43551;.

Undang-Undang Nomor 15 Tatrun 2OO4 tentang

pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangarr

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oo4

Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor aaOOl;rz

Undang-Undang Nomor 25 Tatrun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;7
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pe&erintah Rrsat dan

Pemerintatran Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 126, Tambatral fumbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 44381;.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pqid(

Daeratr dan Retribusi Daeratr (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 15O, Tambatral fumbaran

Negara Republik Indonesia Nomor SOa9l;r,

4.

5.

6.

7.
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

pemerintatran Daeratr (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2oL4 Nomor 244, Tambatran fumbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali teraktrir dengan Undang

undang Nomor 9 Tatrun 2015 tentang Perubatran Kedua

Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2Ol5 Nomor 58, Tambatral ftmbarart

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;7

Peraturan Pemerintatr Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dart

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbarart

Negara Republik Indonesia Tahun 20o4 Nomor 90,

Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

aaftl; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OOS tentang Pembahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwalsilan Rakyat Daeratr

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOs

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5a0l:,7

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a502l;7

1 1. Perahrran Pemerintah Nomor 54 Tahun 20OS tentang

Pinjaman Daeratr (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2OOS Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a57a\7
12. Perahrran Pemerintatr Nomor 55 Tahun 2OOS tentang

Dana Perimbangan (fumbaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2OOS Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a57517
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13. Peraturan Pemerintatr Nomor 56 Tahun 2OOs

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 45761, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2Of O tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun

2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daeratr

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor

110, Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155)7
14. Perahrran Pemerintatr Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2OO5 Nomor 140, Tambatrart

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75781;7

15. Peraturan Pemerintatr Nomor 8 Tahun 2OOO tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintatr

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a6la\r,.
16. Perahrran Pemerintatr Nomor 7l Tahun 2OlO

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Iembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor L23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5L561;.

17. Feratr:ran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negam/Daeratr (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 92,

Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5s331;7

18. Peraturan Pnesiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintatr sebagaimana telah

diubatr beberapa kali terakhir dengan Perahrran Pnesiden

Nomor 4 Tatrun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Pnesiden Nomor 54 Tahun 2O1O (Iembaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor t0ll; 7
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19. Peraturan Presiden Nomor 97 Taturn 2016 tentang Rincian
Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2ol7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2531;.

20. Perahrran Presiden Nomor l2g rahun 2oL6 tentang
Pehrnjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tatrun
Anggaran 2Ol7 (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 3@l; .z
21. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tatrun 20C6,

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr

sslegeimana telah diubah beberapa kali teraktrir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OtL
tentang Perubatran Kedua Atas Perattrran Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tatrun 2006 tentang pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlL Nomor SlOl;7

22. Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tatrun 2ort
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tatrun
2017 tentang Perubatran Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tatrun 2Ol1 tentang pedoman

Pemberian Hibah dan Bantrran Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;r/
23. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 3l Tahun 2016

tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OlT (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor g74l

sebageimzls telah diubah dengan Peratrrran Menteri
Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2Ot6 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3l Tahun
2OL6 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2OLZ;-
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24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor SO/PMK.OT I 2OlT
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Tahun 2017;7
25. Peraturan Daerah Nomor lO Tahun 2016 tentang

Pembenhrkan dan Susunan Perangkat Daeratr

Kabupaten Musi Rawas (lembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2Ot6 Nomor lOl;..
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tatrun 2OL6 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ifubupaten

Musi Rawas Tahun Anggaran 2OL7 (Lembaran Daeratr

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor l5l; ..
27. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2OtT (Berita

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2Ot6 Nomor 75),

sebagaimana telah diubah dengan Perahrran Bupati
Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Perubatran Atas Peraturan

Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah l(abupaten

Musi Rawas Tahun Anggaran 2OL7 (Berita Daeratr

I(abupaten Musi Rawas Tatrun 2Ol7 Nomor 7l.l

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPAfl TENTANG PERUBAI{AN KEDUA

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG PENJABARAN ANGGAIA{N PENDAPATAN DAN

BEI,,ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OI7../

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2Ot7 (Berita Daeratr lkbupaten Musi Rawas Tatrun 2016 Nomor 75), diubatr
sehingga berbunyi sebagai berikut :,2

1. Ketenhran Pasal I diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OLT terdiri
atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan
Asli Daerah

b. Dana
Perimbangan

c. l.ain-lain
Pendapatan
yahg Sah Rp. 166.675.085.625,002
Jumlah Pendapatan

2. Belanja :

Rp. 1.451.139.661.625,00/

Langsung

604.L27.441.OOO,OO ./
7.45t.9LO.OOO,OO z

Rp. SOO.OOO.OOO,OOz

b. Belanja Langsung
1) Belanja

Pegawai Rp.
2) Belanja

Barang
dan Jasa Rp.

3) Belanja
Modal Rp.

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

1 15.OOO.000.ooo,oo,/

1.t69.4G.576.OOO ,OO z

198.O44.148.300,OO7

1.000.000.000,007

46.158.799.295,OO 7

3l 1.329.960.595,OO z
3L9.872.967.000,OO /

Rp.

Rp.

a. Belanja Tidak
1) Belanja

Pegawai
2) Belanja

Hibah
3) Belanja

Bagi Hasil
kepada
Propinsi/
Kab/Kota
dan
Pemerintah
an Desa

4) Belanja
Banhran
Keuangan
kepada
Propinsi/
Kabupaten
/Kota dan
Pemdes

Rp.

Rp.

Rp.
5) Belanja

Tidak
Terduga RP'

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 81 1.123.499.300,OO7

Rp.
Rp.
Rp.

677.36t.726.890,OO /',
1.488.495 .226.190,00 ."

(37.345.564.565,OO) 7
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2.

3.

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Rp. Zg.Tgg.O1O.Ol3,OO
b. Pengeluaran Rp 36.g9g.445.44g,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan Rp

Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga
tercant.m dalam Lampiran I peraflrran Bupati ini.
Ketentuan dalam Lampiran II diubatr, sehingga
tercanhrm dalam Lampira, II perah,an Bupati ini.

37.345.564.565,00

o,o0

berbunyi sebagaimana

berbunyi ss[ngaimana

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini denga, penempatannya dalam
Ikbupaten Musi Rawas.

pengundangan

Berita Daerah

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 3o r'lei ,'<.2012

,BUPATI.M I RAWAS,

H.H GUNAWANo Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal So ttri 2OtT
SEKRETARIS DAERAH

MUSI RAWAS,

H. ISBAN

BERITA rEN MUSI RAWAS TAHUN 2OL7 NOMOR ..*..

I

"'.;L* _ 
--_


